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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan faktor yang mempengaruhi 

pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di 

Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh 

Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang dengan sasaran 42 SMP Negeri se-

Kota Padang. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kepala 

Sekolah dan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap menurut 

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun secara parsial pemahaman Kepala Sekolah masih 

di bawah rata-rata (Tidak Paham) sedangkan pemahaman Pengurus Barang di atas rata-rata 

(Paham).  

 

Kata Kunci: Aset Tetap, Penatausahaan, Pemahaman. 

 

PENDAHULUAN 

Semua hak dan kewajiban milik daerah harus dikelola oleh Pemerintah Daerahdengan 

sebaik-baiknya. Aset/keuangan daerah yang paling berharga adalah barang milik daerah. 

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik maka perlu pengelolaan barang milik 

daerah yang baik pula. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus didukung dengan 

perangkat peraturan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Peraturan teknispelaksanaan 

pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. Barang milik daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang 

berwujud, tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Aset tetap merupakan suatu bagian utama 

aset pemerintah dan mempunyai nilai yang signifikan dalam penyajian di neraca. Oleh karena 

itu, aset tetap harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan 

barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat 

berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah (Yusuf, 2013).  

Untuk mendapat informasi akurat mengenai barang milik daerah/aset tetap, maka 

pelaksana terendah di tingkat pemerintah daerah (yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah-

SKPD) harus mampu menatausahakan barang milik daerah/aset tetap sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. Pengguna barang menurut PP Nomor 27 tahun 2014 adalah pejabat 

pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah, yang pada pemerintahan 

daerah yang dimaksud dengan pengguna barang milik daerah adalah kepala SKPD. Untuk 

membantu pengguna barang dalam pelaksanaan tugasnya maka dibentuklah sebuah jabatan 

fungsional yaitu pengurus barang. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
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mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja 

(Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, Dinas Pendidikan 

merupakan salah satu SKPD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

membawahi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah kewenangannya. Dalam urusan 

laporan barang milik daerah, Kepala Sekolah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang di 

wilayah tugasnya, dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengurus Barang 

Sekolah. Andalnya laporan barang milik daerah Dinas Pendidikan ditentukan oleh keandalan 

laporan barang milik daerah pada sekolah-sekolah. 

Untuk mencapai keandalan informasi laporan barang milik daerah, pengguna/kuasa 

pengguna barang dan pengurus barangharus memahami  penatausahaan aset tetap. 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu itu diketahui atau diingat (Sudaryono, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman meliputi: usia, pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, dan informasi (Sudaryanto, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2012) menyoroti tentang evaluasi 

penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang yang belum dapat mencapai 

kesesuaian 100 persen (capaian 62 persen) menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. 

Kendala yang teridentifikasi adalah keterbatasan data pendukung, sosialisasi peraturan masih 

lemah, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap 

pegawai. 

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Kasubid Akuntansi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset, penatausahaan barang milik daerah/aset tetap Kota Padang 

hingga saat ini masih belum tertib dan memadai. Salah satu permasalahannya adalah adanya 

perbedaan laporan barang milik daerah oleh pengurus barang pada sekolah-sekolah dengan 

Dinas Pendidikan. Diduga masalah terjadi karena Kepala Sekolah dan Pengurus Barang tidak 

paham dengan aturan penatausahaan barang milik daerah/aset tetap, khususnya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang di lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Padang, dimana sasarannya adalah SMP Negeri se-Kota Padang yang 

berjumlah 42 sekolah. Total populasi adalah 42 x 2 orang = 84 orang. Teknik pengambilan 

sampel penelitian adalah sampel jenuh. Semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel, 

yaitu sebanyak 84 orang.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis regresi logistik, faktor yang diduga mempengaruhi pemahaman 

Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 adalah:jenis kelamin, 

umur responden, tingkat pendidikan responden, masa kerja responden, dan jumlah kali 

pelatihan yang pernah diikuti responden. 

Dari lima faktor di atas, hanya faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang 

mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan 

aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Hal ini senada dengan hasil analisis 
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crosstabs bahwa ada hubungan antara umur Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dengan 

pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap. Begitu 

juga, ada hubungan antara jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti dengan Kepala Sekolah 

dan Pengurus Barang dengan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai 

penatausahaan aset tetap. 

Pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai 

penatausahaan aset tetap berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 20,09. Sedangkan 

pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap 

masing-masing adalah18,21 (Tidak Paham) dan 22,06 (Paham). 

Dengan demikian, dilihat dari faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti 

oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

Kepala Sekolah dan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap di 

Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016. Secara 

parsial, Kepala Sekolah tidak memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 sedangkan Pengurus Barang 

telah memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang 

menurut Permendagri 19 Tahun 2016. 

Adanya perbedaan hasil pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dimana nilai 

pemahaman Pengurus Barang lebih tinggi dibandingkan nilai pemahaman Kepala Sekolah 

mengenai penatausahaan aset tetap dikarenakan pengurus barang merupakan pegawai yang 

diserahi tugas untuk mengurus aset tetap dalam proses pemakaian yang ada di sekolah-

sekolah, mulai dari pembukuan, inventarisasi hingga pelaporan aset tetap. Sedangkan Kepala 

Sekolah selaku kuasa pengguna barang di sekolah bertugas untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian atas penggunaan aset tetap yang ada dalam penguasaannya.  

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat praktis dan tidak begitu 

membutuhkan keahlian khusus, namun yang lebih dibutuhkan adalah ketelatenan dan 

kesungguhan pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap. Semakin lama dan semakin 

sering seseorang melakukan kegiatan penatausahaan maka pemahamannya akan semakin 

baik. Ini terbukti dengan hasil penelitian bahwa umur dan jumlah kali pelatihan yang pernah 

diikuti mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai 

penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 

19 Tahun 2016. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Secara keseluruhan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai 

penatausahaan aset tetap berada dalam kategori paham, sedangkan secara parsial 

didapatkan bahwa Kepala Sekolah tidak memahami penatausahaan aset tetap sedangkan 

Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.  

2. Dari lima faktor yang dianalisis, yang diduga mempengaruhi pemahaman mengenai 

penatausahaan aset tetap adalah jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan 

responden, masa kerja responden dan jumlah kali pelatihan responden. Namun hanya 

faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang mempengaruhi Pemahaman Kepala Sekolah 

dan Pengurus Barang mengenai Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Padang.  
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Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Agar pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset 

tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat ditingkatkan 

dengan meningkatkan jumlah kali pelatihan. Khususnya untuk Kepala Sekolah, agar 

Pemerintah Daerah sebaiknya memastikan Kepala Sekolah untuk berpartisipasi penuh 

pada setiap pelatihan aset tetap.   

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi dan dilakukan pada lokasi 

yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi lagi dan diharapkan bisa 

memberikan kontribusi yang lebih besar untuk peningkatan penatausahaan aset tetap di 

Lingkungan Pemerintah Daerah . 

 

Keterbatasan Penelitian 

Kuisioner yang penulis gunakan dalam penelitian ini berisi pertanyaan yang cukup 

panjang dan banyak, sehingga dikhawatirkan responden merasa bosan dan tidak mengisinya 

dengan sungguh-sungguh.  
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